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Konflik Sosial di Era Reformasi

Social Conflict in the Reformed Era

Sindung Haryanto1
Jurusan Sosiologi, FISIR Universitas Lampung, Lampung

ABSTRACT

One of'the social pherutntenon recently was that social conflict iwolved mass vitslen<:e. l'his cu'ticle aimed to explttre

factors thot cause the increased intensifl: of social confiicts thatwere accompanied by mass violence.'fhe-fttnclamentttl

clue,stion to be answerecl vtas that whether the trans vktlence in every social conflict was rootetl in a grov'ing cultttre. oJ

violence in spcieqt. In other u,r.trcls v.,hether the Indonesian people hat)violence cultnre, orilv,as only an e-tess ttJ social

reforrn nnd pubtic poticy in the pust;fevt decodes. 7'hi.s urlicle used literattte review to he ttnall'sed rnd later to c:ont:lude

what.f actors a/Jbcring social conflict involving ntass violence. [t concluded that the fctctors that caused social c-orlflict u:as

very ctnrtplex. Several factor,s could be identified,strt:h as econontic ineclttttlig,, the prtlitizalirtn oJ'rac:iul (SARA), cttltural

stratety that wcts not szfficient to accomodate. the difference. Several .factors were supported h' the implementcttion of
poLicies that v,ould contibute the sc.tc'ial conflict.

Key words: social conflict, re/brm, public pttlio,

ABSTRAK

Salah satu fenomena sosial yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah konflik sosial yang melibatkan tindak kekerasan

massa. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya intensitas konllik

sosial yang disertai dengan kekerasan massa. Pertanl'aan rnendasar ,vang akan dijawab adalah apakah kekerasan ,vang

terjadi dalam setiap konflik sosial tersebut berakar pada budala kekerasan lang turrbuh di mas,varakat. Dengan kata

lain, apakah menlang bangsa lndonesia secara genuire memiliki budal'a kekerasan. ataukah kekerasan dan konflik sosial

tersebut hanya merupakan ekses refomrasi dan kebijakan publik 1'ang berlangsung selama beberapa dekade terakhir.

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adaiah penelusuran literatur atau studi pustaka. Simpulan yang dapat

ditarik dari artikel ini adalah bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik sosial sangat kompleks. Beberapa

faktor yang dapat rliidentifikasi antara lain kesenjangan ekonomi, politisasi SARA, strategi kebuda}'aan yang tidak cukup

mengakontodasi perbedaan. Beberapa faktor tadi ditunjang dengan berbagai kebijakan yang dalam implementasinya

justru memberikan kontribusi bagi terjadinya konflik sosiai.

Kata kunci: konflik sosial, reformasi, kebijakan publik

Salah satu fenomena sosial yang marak terjadi

akhir-akh ir in i ada I ah konfl ik sosial yan g mel ibatkan

tindak kekerasan massa. Hampir setiap hari selalu

terjadi kerusuhan massa di berbagai daerah yang

terkadang dipicu oleh persoalan-persoalan yang

sepele. l'erkelahian massa antar suporter kesebelasan

sepakbola, antar pendukung calon pemimpin daerah

dalam pemilukada, antar pendukung organisasi

massa, antar kampung, antar suku, antar pelajar,

mahasiswa dan sederet kerusuhan lain, seolah merljadi

berita yang "awam" ditemukan di berbagai media

massa. Selain itu hampir dalam setiap demontrasi

yang terjadi selalu berakhir dengan tindak anarkis

&an kericuhan )ang menyebabkan jatuhnya korban,

kerusakan fasilitas umunt dan harta benda.'I'indakan

main hakim sendiri yang dilakukan massa terhadap

(tersangka) peiaku tindak kriminaljuga kian menjadi

peristiwa yang biasa teriadi di mana-mana.

Sementara itu beberapa kasus konflik sosial lain

mempunyai konsekuensi yang luas karena secara

langsung merefleksikan ancaman disintegrasi bangsa.

Dalam kurun waktu kurang lebih dua dasa warsa

terakhiq serentetan peristiwa konflik dan kerusuhan

massa yang mengancam keutuhan bangsa terjadi di

I Korespondensi: S. HzLryanto. Jurusan Sosiologi, FISIP,

081540828319 E-mail: sindungharyanto@yahoo.co.id

Llniversilas Lampung. Kampus Gedung Meneng. Bandar l-ampung.1'elepon:
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belbagai daerah. Peristirva-perisliwa konllik sosial

sepeftiyang terjadi di berbagai daerah di Kalimanlan,

Acelr" Maluku LJtara, Kupang" Papua dan bebe'rapa

daerah lain rnerultakalt bukti kuat bahr'va inlegrit\j

nasional sedang rnenghadapi illtcanlan dan tantatlgan

serius. "lika dipilah secara sederhana" ["rerbagai

peristi*,a konflik sosial lersebLrt dapat dibedal<an

rnen-iadi dua kategori. Irefiatra konflik sosial yang

ditimbulhan olelt motivasi gerakan reparatisnrc.

sepefii yang tcrjadi di Acch (GAN'I). Papua (OPM)

dan Maluku Selatan (ltNls). Kedua. konflik-konflilt
yang herhasiskarr SARA.

Ilasil tetnuan { initctl Natiotrs ,\ttpTtorl l;ocilit1'.fbr

Indorresian llecrtran, (t,lNSFIR). sebuah lernbaga

d i han ah paJ-Llll g. t . r r it 
" 

rl'\- tt ti t t t r s I) ev,: I tttrtntt'rt I

Progruutrne ([,rNDP) nrenuttiukkan, anglia kematian

akibat konflik sosial di lndcxresia tahun 1990 hingg.a

2003 nrencapai 10.758 .iirva" selrel'ltara insiclen

-vang terladi akibat kelierasart kolektil- seban,vak

J.608 kasus (tt'tt'vr'.unt.fir.ttr.id). Sernentara itu di

Kalimantan saja sejak tahun 1996 paling tidak
telah lerjadi tiga kali kerusttitan bcsar. Pertama.

licrusuhan Sanggar-r-l.erio akhir tahun 1996 hingga

allal 1997. I(edua. hentsultan Satrbas yang teriacli

pada awal tahun 1999. dan tr:ralthir lierttsuhan yaltg

teriadi bulan Oktober 2000 lalu di Pontianak. Dari

sisi korban" ratusan orar-q, te\\'as selatna tiga talrun

terakhir ini, ribuan rumah terbakar. dan jumlah
pengungsi ntencapai pululran ribu orang. Dalarl
kasus pertikaian Santbas tahun 1999 saja. warga

\ang rnenglutgsi mencapai lebih clari 24.000 orang
(.in tl r n e s i a - p (i)i r d o p u h s. c o n t ).

trskalasi kekerasan anlar ltc:lotnpok rnasyarakal

;,'ang herbeda lalar belakang Irasih marak terjadi di

negcri ini. Beragatn model konllik vang terladi baik

vertihal rraupun horizontal seolah tidak ada tanda

tuntuh bcrhenti. l'crbLrkti dengan banl'akn1'a kasus

kekerasan eperti pcnyerangart terhadap Ahrnadi.vah

(di Parung, Kuningan, Maialengka. l-ornbok" dll ).

komunitas Salamullah (i.ia [ldcn). Pondok Nahi

di l3andung (2004). Yayasatt Kanker dan Narkoba

Clahaya Alanr (YKNCA) di Probolinggo .larva Tintur
sefla beberapa pen,\,'erangan tertraclap alirarr yang

dianggap sesat clan budaya-1'3119 beflentiittgatt dengan

gcr lon gan m ain,s tre anr (Zacla. 200 6 ). Razia. sr leeTring

atau apapun istilahnl,n 1'arrg dilakukan kelornpok
masyarakat tertentu berbasis komunitas aliran
ap,ama juga sering diwarnai kericr-rhan dan tindak
represimassa. Perusakan terhadap warung yang

meniual rninutnatr'keras alati r,ang menjacli tenrpat

prostitr-rsi terselr:bung, peny..erangatr komunitas
l-esbian. (ia1'. [3iseksual dan l'raitsgender (LGBT).
penyerangan terhadap kantr:tr l-ernbaga Settsor

Filrn (l .S F ) yang telah tne i,,' . - , - 
"

pornograli merupakatr bebera':-,,

l atrg tttcrcl'lckri[.an kiatt kLr:it:. .

agama )-ang mengakibatkan lit ;.' ' -'
dan diskrirninasi"

Apapun jcnis konllik srrsi:rl ' .- -
bernruara pada rneningkatltra i:.:."' ',

)'a.n-et ciialarrri rnasy at akat. Dal' - : ' - ,

tcrsebut, harnpir tidak dapat i-r-'
korban "jirva rnelayang sia-sia.-iu--' .,

terpaksa Irarus mengultgst bi'., ".-

kam;lung halantan uttlttk sclar-',.: . ,
benda \ang mengalami kerLl',.--
terbakar. julnlah anak 1'aug kellr. -- .
(piatu) atau terlantar pendidrr...," -

akibal lain. Seciira makro. k,'r-' '

juga lelah mendelegitiiltasi ;r'-,'
i1u scndiri. oleh karena dalar- :'-
tidak jar ang ter"iadi kerusir.j':'-r
"'pembangutran". Dampak kr'r-. '

rncrupakait .tot:irt/ croil \&11{ r:-: - l
ditanggung rnasyarakat.,.';
henyalaannl'a lteg?lra tidak rl',." -,'
vang cr-rkup memadai bagi ktrlb'',:' "

Semenlara itu rnenLtrtit i,1 .,-^
trenturan sosial demi bet.ttut'at-, . -

clengan mengarlbil hcnttt k

rleny'entuh harrrpir di se ga1., :' -

tttttJlitl" ) kclridtrpnrr lrili\ irl'.::

surlber da1,a alam. naflah. -,.

kelornpok. lratas teritorial. datt -. - ,
hal yang perlu dicatat adalalt !.,
benturan sosial yang berlans.silt- ..'

sosial, maka akibatnya akan s;..
sosial. kepedihan (hilientes.s). drr " --
seringkali .f uga disertai plgll 111r,,: .,

aset malerial dan tron-tnatct'iil :..-

asset rtort-t.tiateriaI yang palirt-i '-
dalam uujud "dckapilalisasi" :' ,

ditarrdlri ,'lelr ltilartgr)_\ a //'r1'1 -
rarrg be 11 ikai. ru:akttrit rir'l11 ' ''
t'rtttU)f ittttt t'pada latfl altlrall ll ': -- ' -

y,'ang selama ini disepakati bers:::- ..-'

\nikel irri berttrjuar] rrt(' - -'
faktor yang menjadi penr etrrti' . - '

disertai dengan kekerasan \ 3t-: ' :
l)e rtnn) aan tnctldatfll -\ 3ll!. ,:..

apakalr kekeraran ) flttS lcr:.:..
pada budal'a kekerasalt \3t-,: '-':

di masyaral<at'? Dengan kata ,"'. - -:
harrs.sa lndrrnesia sceara Lr/ri .

kekerasau? Ataukah kekeras.ri' :,,
tersebut han,va merupakan cri:' -

,.lTl
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telah menandai perjalanan sejarah bangsa Indonesia

rnenjelang berakhirnya abad 20. Perlanyaan terakhir

ini menjadi sangat beralasan diajukan mengtngat

berbagai peristiwa konf'lik sosial mengalami eskalasi
justru pacla masa refonnasi tersebut. jika.lawaban

terhadap pertanyaan terakhir adalah betrar. maka

menjadi penting tintult I'nempertanyakan apakah

reformasi yang telah berlangsung kurang lebih 12

tahun selama ini maurpLl mengantarkan bangsa

Indonesia ke kehidupan yang lebih demoltratis?

Metode

N{etode yang digunakan dalail penulisan arlikei
ini adaiah penelusr-rran literatur atau studi pustaka.

Literatur yang dipakai rnelipr"rti tulisan-tulisalt vang

berkaitan dengan terna artikel baik dalam bentuk

bukr-r, laporan hasil penelitian rnaupull jurnal. Fokus

kajian diarahkan pada dr"ra dimensi yakni kebijakan
pLrblik dan integrasi nasiorral.

Hasil Penelitian

Analisis Kebijakan Publik

Dif-erensiasi sosial berdasarkan perbedaau suku.

agama dan identitas prirrordial lain merr-rpakan

keniscal'aan yang sudah berlangsung 1ama. Dalatl
perkcnrbangannla terjadi interaksi dan dinanrisasi

antar simbol identitas primordial di indonesia.
Penyebaran agama-agama di berbagai daerah di

Indonesia, sering menggunakan simbol-simbol
kebudal,aan lokal untuk menarik simpati para calon

pemeluknya. Fenomena yang muncul kemudian

dalam realitas keberagamaan masyarakat pada
t umumnya adalah sinkretisme. Proses seperti irri

berlangsung dengan tingkat absorbsi 1'ang berbeda-

beda antar daerah, sehingga jika dipetakan terladi

koinsidensi berbagai domain identitas p:'imordial
yang menyulitkan untuk memilahkan sutnber

penyebab ketika terjadi konf iik.
I)alam masa rejim Orde Baru, kornpleksitas

pennasalahan SARA tersebut justru terletak pada

politisasi isu SARA itu sendiri, di mana hampir tidak

ada ruang publik untuk mendiskusikan permasalahan

tersebut secara iernih. tsu SARA dianggap sebagai

isu yang sangat sensitif dan pembahasan terhadap

isu tersebut dianggap "berbahaya" karena akan

mengganggu stabilitas dan integrasi nasional. Melalui
berbagai cara, konflik-konf'lik sosial yang berbasis

SARA ditutup-tutupi dan dimanipulasi sedernikian

rupa sehingga yang nampak di permukaan adalah

konflik "biasa" antar kelompok masyarakat.

Kelom pok-kelompok yang terl i bat konfl i k rnendapat

label (stigma) negatif. Akibat yang terjadi adalah

tumbuhnya egosentrisme. ettlosentrisme dan

kecurigaan antar goiongan.

Pelabelan (labelling) semacam itu menjadi
alasan pembenar bagi aparat untuk melakr-rkan

tinclakan represil rerhadap pelaku konf-lik. Dalarn

setiap peristiwa kontlik. selalu terdapat kelompok-

kelompck tertentlr y'ang "iiikorbankan" (dijadikan

sebagai kambing hrtarn). Kelompok-kelompok
tersebut juga didiskredithan dengan berbagai label

negatif'. Ciri lain dari politisasi SARA pada masa

ini adalah lahimya berbagai kebijakan diskriminatif
baik yang menyangkut kehidupan agama. ekonomi

malrpun aspek-aspek yang lain. Akibatnya
terdapat kelompok-kelompok tefientu yang sangat

diuntungkan dari kebi-iakan tersebut, dan hal ini pada

akhirnya menirnbullian kecemburuan sosial yang

merupakan potensi bagi terjadinya konflik sosial.

Berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru
ikut menyuntbang terjadinya serangkaian gejolak
hubungan antar golongan di lndonesia. Diantaranya

adalah politik SARA yang membatasi diskusi
mengenai suku, agama, ras dan antar golongan di
ruang publik: pengakuan terhadap lima agama

resmi: peraturan yang diskriminatif rasial (tercatat

ti3 buah): peraturan 1,ang diskliminatif dalam bidang

a-qama (tercatat .14 buah): di samping peraturan

1.ang diskrimiatif dalam bidang ekonomi (54 buah

Keppres dan lnpres) yan-e sangat menguntungkan

Soelrarto beserta kroni-kroninya (Rajab 1996).

Sebagai alat utama pendukung politik SARA, negara

menggunakan m iliter untuk menj amin terlaksananya

kebijakan tersebut.

Pada aspek ekonomi, paradigma pembangunan

ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan

ekonomi melalui mekanisme "trickle down fficf',
merupakan katalis terjadinya berbagai bentuk

ketimpangan. Paradigma ini diterjemairkan ke dalam

berbagai strategi dan kebijakan seperti strategi

pembangunan urban biased, strategi pro efisiensi,

kebijakan liberalisasi ekonomi dan sebagainya.

Muara berbagai kebijakan dan strategitersebut adalah

meningkatnya indeks ketimpangan sosial ekonomi.

Ketimpangan seperti ini selanjutnya menimbulkan

dampak saring (filtering elfnrt) yang menghambat

peluang kaum miskin dalam memperoleh berbagai

pelayanan publik.
Faktor-faktor yang bersifat struktural

bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi katalis

meningkatnya ketimpangan. H ambatan yan g bersifat

kultural juga berkontribusi. Di antara hambatan

kultural tersebut misalnya interpretasi dan pemaknaan
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nilai-nilai budaya lokal yang mengalami reduksi
atau misinterpretasi. Penelitian yang dilakukan
l{aryanto (2001) menunjukkan bahwa budaya lokal
menjadi penghambat tumbuhnya ekonomi sehingga

menimbulkan kesenjangan antara penduduk asli
dengan pendatang.

Kesenjangan antara pendatang dan penduduk asli

semakin besar karena ketidakmampuan penduduk as li
merespon pembangunan ekonomi. Para pendatang

dengan berbagai "keunggulan kompetitifnya",
mampu mendapat peluang memperoleh sumber daya

(politik dan ekonomi) lebih banyak. Mekanisme
dampak saring ini juga mengakibalkan akr-rmulasi

aset ekonomi pada sekelompok kecil pendatang

berhadapan dengan makin tersisihnya penduduk asli

dari berbagai peluang ekonomi (Suhatman, 1991).

Secara umum kesenjangan ekonomi antar kelompok
masyarakat terus terjadi baik semasa Orde Baru
maupun pada era reformasi (Tabel 1).

Pada masa transisi sekarang ini, di mana
kebijakan pemerintah diarahkan pada desentralisasi,

isu SARA dan potensi terjadinya konflik sosial
berbasis SARA bukan berarti menjadi berkurang.
Pelaksanaan otonomi daerah ditengarai jr-rstru

menguatkan identitas primordial (khususnya etnis).

Isu "putra daerah" yang mewarnai hampir setiap
pemilihan kepala daerah merupakan salah satu

contoh yang selanjr-rtnya berpotensi melahirkan
berbagai kebijakan publik yang diskriminatif (bias
etnik). Selain itu terdapat pula kecenderungan untuk
memperebutkan hak pengelolaan berbagai sumber
daya strategis yang ada di suatu wilayah daerah

otonom. Menguatn-va primordiaiisme dapat pula
dilihat dari kecenderungan maraknl,'a pemekaran
daerah (lihat Tabei 2).

Reformasi Indonesia yang dipelopori
kaum intelektual secara teoritik pada dasarnya
merupakan sebuah tahapan kemajuan atau
"working progress" menuju demokrasi. Hal tersebut

sangat berkaitan dengan motif yang melandasi
gerakan reformasi yang memang lahir merupakan
bentuk perlawanan terhadap tata kehidupan

Keto m pok pendudu k,"oJi3;tlr"r.oasarkan pen get uaran
Tahun 2002-2006

% Pengeluaran (tahun)
o/o Penduduk 2002 2003 2004 2005 2006

Tabel 2.
Pemekaran Daerah Tahun .1999-2008

Jumlah
lahun Provrnsr lJaru

Jumlah Jumlah
Kab. Baru Kota Baru

Total

20,92 20,57 20,80 20,25 19,20

26,89 37,10 37,13 35,05 35,08

32,19 42,33 42,07 44,70 45,72

0,29 0,32 0,32 0,37 0,35

1 999

2000

2001

2002
2003

2AO4

2007

2008

1

1

TOTAL 134

Sumber: Diolah dari UU Pembentukan Daerah Baru.
Sekretariat DPR 1 999-2008

bernegara yang tidak demokratis. Cita-cita reformasi
tidak sekedar jatuhnya rezim orde baru yang telah

berkuasa selama lebih dari 32 tahun, melainkan yang

lebih mendasar adalah bagaimana agar norma-norma
dan prinsip-prinsip demokrasi diaplikasikan secara

luas baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun

kehidupan bernegara. Singkatnya, demokrasi tidak
hanya sekedar berdimensi tunggal yakni hanl'a
berkaitan dengan urusan politik an sich, melainkan
yang Iebih penting menjadi karakter bangsa
Indonesia, di mana terkandung sejumlah nilai-nilai
kehidupan seperli kejuj uran, toleransi, kebersamaan.

tanggungjawab, penghormatan terhadap hak-hak
asasi manusia dan seterusnya. Ruang-ruang aplikasi
nilai-nilai demokrasi tidak hanya terbatas pada

lembaga-lembaga politik melainkan menj adi bagian

integral dalam kehidupan keluarga, masyarakat.
sekolah, tempat kerja dan ruang-rllang publii,
iainnva.

Dalam kenyataannya, reformasi yang tela:
berlangsung lebih dari satu dekade belur:
memberikan hasil seperti yang diliarapkan semui.
Meskipun di era reformasi telah terjadi trau.i.
sistem politik berr"rpa sistem pemilihan umllnl \ar,-
demokratis, pers yang lumbuh bebas dan masyarak..
sipil yang kian kuat, akan tetapi "demokratisa.
belum menyentuh seluruh lapisan birokrasi se::'
belum memberikan dampak positif terutama pr:.
aspek tumbuhnya perilaku politik demokratis -
tengah-tengah masyarakat. Reformasi seringk"
diartikan oleh sebagian masyarakat hanya seba-.
proses pergantian pejabat. Aturan pelaksan":-
pemilihan pemimpin pusat hingga daerah rr-
tidak lagi menggunakan perwakilan melair."'-
sistem langsung, sering menimbulkan ekses be:-,'i
kekerasan dan anarkisme. Sementara itu :.-
yang bebas seringkali pula menjadi bebas 

" 
,-.

"kebabiasan" dalam arti melanggar hak-hak p: ' -
individu.
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61
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164

40% Terendah

40% Menengah

20% Teratas

Gini Rasio

Sumber: Bank lndonesia, 2006. Laporan Perkembangan
Ekonomi.
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Integrasi Nasional

lndonesia merupakan negara keempat terbesar

li dunia dan masyarakatnya paling plural baik dari

aspek horizontal maupun vertikal. Dalam perjalanan

sejarah yang panjang, berbagai kelompok etnis

atau suku bangsa yang ada di wilayah nusantara ini

belsepakat untuk membentuk suatu negara bangsa.

Menurut Saifuddin (2009), dalam konteks lndonesia,

negara merupakan suatu bentuk pengorganisasian
\\'arga masyarakat yang secara intrinsik berasal dari

suku bangsa atau kelompok etnik tersebut. Konsep

negara-bangsa (nation-sla/e), misalnya, jelas sekali

menunjukkan orientasi pemikiran antropologi
ini. Nasionalisme yang sukses ditentukan oleh
keterjalinan ideologi etnik dengalr aparatur negara.

Negara-bangsa, memandang pentingnya ideologi
bahwa batas-batas politik harus saling mendukurg
dengan batas-ba1as kebudayaan.

Negara mempunyai cara tersendiri untuk
mengatasi resistensi yang terjadi dengan
menggunakan sanksi hukumau, yang diterapkan bagi

individLr yang lebih loyal terhadap norrna-norma

kelompok dibandingkan dengan noffrla dan hukum-

hrrkum negara. (Pizzorno, 1991:223). Birch dan

Antlov (1989) menganalisis bagaimana kelompok

etnik dan budaya yang saling berbeda mengikat diri
ke dalarn sebuah masyarakat nasional dan ntendirikan

negara nasional. Sebagai proses, integrasi nasional

merupakan produk dari kebijakan pemerintah (atau

elit) yang disengaja. Namun pada awalnya, integrasi

nasional aw.alnya "tidak direncanakan" lewat proses

mobiiisasi sosial. Empat argumentasi diajukan
dalam menjelaskan proses integrasi nasional.
Pertama. dalam terminologi keniscayaan sejarah,

Hegel menyatakan bahr.va masa depan umat manttsia

terletak dalarn organisasi yang disebut 'negara'

sebagai bentuk terringgi organisasi sosial yang ada

di tengah masyarakat. Kedua, pandangan integrasi

nasional sebagai bentuk asimilasi sosial. lntegrasi

nasional adalah teras im i lasinya krudaya-budaya yan g

lebih 'minor' kepada budaya yang lebih 'mayor'.
Disintegrasi nasional muucul akibat asimilasi yang

gagal dilakukan. Ketiga, integrasi nasional muncul

akibat pemerintah didasarkan atas perasaan kesatuan

nasional. Integrasi nasional tidak akan tercipta jika
perasaair tersebut belurnlah lagi terbangun. Untuk

itu, masalah bahasa persatuan, ideologi nasional,

merupakan komponen penting di dalam integrasi

nasional. Keempat, integrasi nasional berhubungan

dengan masalah representasi politik. Negara yang

terbangun dari garis primordial berbeda memiliki
sensitivitas tinggi warga negara atas aspek primordial

ini. Agama, etnis, region, merupakan unsur

primordial yang perlu diperhatikan representasi

politiknya. Pimpinan puncak nasional memerlukan

kohesi yang membuat representasi elemen primordial
yang berlainan tersebut menggapai konsensus.

Integrasi nasional dengan demikian dalam

konteks Indonensia yang multikultural rnenjadi

masalah sentral dalam menjaga eksistensi negara

bangsa di masa depan. Menurut Koentjaraningrat
(1982) integrasi nasional adalah usaha membangun

interdependensi yang lebih kuat antar bagian dari

organisme hidup antar anggota-anggotanya yang

dianggap sama harmonisnya. Sedangkan menurut

Coleman dan Rosberg seperli yang dikutip oleh

Sjamsuddin (1991), integrasi nasional memiliki dua

dimensi, ,vaitu vertikal (elite massa) dan horizontal
(teritorial). Integrasi vertikal disebut juga integrasi
politik, tujuannya untuk menjembatani celah
perbedaan yang mungkin ada antara elite dan massa

dalam rangka pengembangan suatu proses politik
terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi.

lntegrasi teritorial di lain pihak. adalah integrasi

dalam bidang horizontal yang berlLrjuan mengurangi

diskontinuitas dan ketegangan kultur kedarahan

dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat
politik y'ang homogen. Menurut Weiner (1968),

integrasi bangsa sebagai bagian dari integrasi
politik berarti bahna bagi masyarakat rnajemuk

yang meliputi berbagai suku bangsa, ras dan agama,

integrasi bangsa dirasakan sangat penting untuk

mengarahkan rasa kesetiaan masyarakat kepada

bangsanya yang menyatukan berbagai kelompok

sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan satu

identitas nasional.

Integrasi bangsa sebagai suatu proses dengan

demikian memerlukan prasyarat-prasyarat yang

harus dipenuhi. Di antara prasyarat tersebut adalah

adan,va nilai-nilai LlmLlm (common value) yang
disepakati bersama. Nilai-nilai umLlm tertentu
yang disepakati secara bersama itu tidak hanya

disepakati oleh sebagian besar orang (etnik),
namun harus dihayati melalui proses sosialisasi,

akulturasi, asimilasi, dan enkulturasi. MengikLrti

pemikiran Liddle (1970), konsensus nasional yang

mengintegrasikan masyarakat yang pluralistik pada

hakekatnya mempunyai dua tingkatan sebagai

prasyarat bagi tumbuhnya suatu integrasi nasional

yang tangguh. Pertama, sebagian besar anggota suku

bangsa bersepakat tentang batas-batas teritorial dari

negara sebagai suatu kehidupan politik dalam mana

mereka sebagai warganya. Kedua, apabila sebagian

besar anggota masyarakatnya bersepakat mengenai

struktur pemerintahan dan aturan-aturan dari proses
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politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat di atas

wilayah negara yang bersangkutan.

lntegrasi sebagai suatu proses dalam perjalanan

sejarah tidak selalu berjalan mulus, melainkan
banyak harnbatan. Berbagai konflik sosial terjadi

dalam perjalanan sejarah bangsa. Terdapat banyak

penjelasan mengenai terjadinya berbagai konflik
ini. Dalam perspektif politis, misalnya Amal
(1992) menyebut paling tidak terdapat empat

pilar pen-;elasan. Keempat fahtor tersebut adalah:

ketimpangan struktur ekonomi yang mencolok
antara Jawa dan luar Jawa, kekecewaan terhadap

sistem pemerintahan yang sentralistis yang tidak

memberikan ruang yang memadai terhadap otonomi

daerah. pengorganisasian militer yang tumpang
tindih dengan pengorganisasian sipil dan bahkan

sekaligus menjadi satu kesatuan dengan polarisasi

kultural, dan adanya perdebatan mengenai dasar

negara.

Dalam perspektif antropologis, sumber konflik
sosial lebih beradapada aspek-aspek kulturalyang ada

pada m asyarakat terse b ut. Me nurttt K oentj aran i n grat

( 1982), paling sedikit ada lima macam sumber konflik
antara suku-suku bangsa yang terdapat pada negara-

negara yang sedang berkembang. tetmasuk lndonesia
yaitu: 1) warga dari dua suku bangsa masing-tnasing

bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata
pencaharian hidup yang sama, 2) warga dari suku

bangsa yang mencoba memaksakan unsur-unsur

dari kebudayaannya kepada warga dari suatu sr-rku

bangsa lainnya, 3) warga dari suatu suku bangsa

mencoba memaksakan konsep-konsep agamanya

terhadap warga suku bangsa lainnya yang berbeda

agam44) satu suku bangsa berusaha mendominasi

suatu suku bangsa lain secara politis, 5) jika sudah

terdapat potensi konflik yang terpendam di antara

suku bangsa itu sendiri.
Nordholt sebagaimana dikutip Amirachman

Q0A13) menyatakan bahwa kekerasan di Indonesia

dalam derajat tertentu merupakan warisan
Pemerintah Kolonial Belanda. Paling tidak terdapat

dua gelombang kekerasan yang terjadi pada periode

tersebut. Pertama, kekerasan yang terjadi sepanjang

akhir abad 17 yakni ketika VOC mengupayakan
monopoli perdagangan dengan menguasai daerah-

daerah strategis. Kedua, kekerasan yang terjadi
antara tahun 1871-1910, ketika penduduk pribumi
mengalami era perluasan imperialisme. Pada masa

ini terjadi 32 kali perang kolonial yang berkecamuk

di berbagai daerah. Bagi pemerintah kolonial, Aceh

merupakan daerah yang paling banyak menghabiskan

energi yang digunakan untuk berperang.

Tindakan kekerasan yang sistematik di Indonesia

telah ada sejak jarnan kolonial IJelanda dan terus

mengalami peningkatan setelah kemerdekaan. Jumlah

korban akibat tragedi 30 September 1965 (Gerakarr

G-30 S PKI) jauh lebih besar jika dibandingkan
jumlah korban sebelum kemerderaan. Tragedi

tersebut telah merenggut hampir setengah juta orang

dan merupakan tindak kekerasan terbesar dalam

sejarah Indonesia. merupakan bentuk pelanggaran

hak asasi manusia, tindakan represif yang dilakukan

negara serta menjadi pemicu bagi tindak kekerasalt

dalam empat dekade berikutnya. Tragedi tersebut

tumpang tindih dengan tindak kekerasan antar

masyarakat (int er- c o mm un al v i o I ence) yang meni ad i

korban kebiadaban anggota PKI (Adam, 2008).

Aditjondro yang melakukan studi konfl ik-konfl ik

sosial di Indonesia, merttmuskan ke sinrpulanttr a

yang kemudian disusun dalam 13 (tiga belas) tesis

mengenai konflik sosial di Indonesia. Salah satL:

tesisnya menyatakan bahwa konflik dan kerusuha;l

sosial di antara berbagai kotnunitas di daerah-

daerah kerusuhan seperti di Kalimantan, Sular'resl.

dan Kepulauan Maluku, bahkan juga di kota-

kota besar di Jar.va, mengalami eskalasi, karert:.

ketumpangtindihan antara faktor-faktor kel:r.
etnisitas, dan agama dari kominitas-komunitas \ai-
berlikai. Kelas atas didominasi oleh komunitas a:'-
kelompok etno-linguistik tertentu yang meutei-"
agama tefienfu. sedangkan kelas bawah didomin'i
oleh kelompok etno-linguistik yang memeluk age: :
lain (Aditjondro, 2009).

Terdapat banyak teori yang dapat dipakai ur--'
menjelaskan konflik yang ter.iadi di masr ar:. -'
Meningkatnya ketidakpuasan yang muncul :.-
persepsi deprivasi relatif merupakan basis ger.. --
yang mendorong pelaku terlibat dalam keker-..'' -

kolektif (Gurr, I970). Deprivasi yang t<:_ i,
menyebabkan seseorang yang tidak memiliki ap'- .:'"
akan mengambil resiko terlibat dalam konf1ik L--; -i;

mereka merasa nothing to lose (l3ueno de \le.*, --.

1985; Popkin, 1979; Maslow, 1954). \1:r - -.'

Knight (1995) kesenjangan pemilikan suml,'e: ; u

menyebabkan tumbuhnya keinginan indiri;- :.'
kelompok untuk menerima bargaining ti. " "

dari individu/kelompok lain. Orang )'ang :: 1*

mengalami deprivasi merupakan yang 'r' .- .

dan cenderung akan melakukan barguirtit:: --"':'ti-l',,

memperoleh kesamaan di bidang ekonomi da:- :' t. '
Pendapat ini berdasarkan matrik teori i,-:' ' 

'n','l

institutional yang menyatakan bahu a - - Lil":

yang memiliki sumber daya ekonomi ra:- :'*r
besar akan cenderung untuk berjuatg fflelJ-i!!-lu-r
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kekuasaan politik. Nagel (1974) beryendapat bahr'va

ketir"npangan politik irti berkorelasi negatif dengan

tingkat ketinipangan ekonomi. -l'erdapat 
.iurang

rang lebar antara kelompok yang kurang merniliki

keinginan berkuasa dengan kelompok yang merniliki

kesatlaan dalam peng,uasaan sumber daya' Ilal ini

mempunyai implikasi tralrrva kelornpoli-kelompok

vang memiliki kesarnaan posisi merniliki day'a

dorong untuli melak ukatr pemberontakan.

Teori <leprivasi secaratrad isional mempe(ahankan

pendapat bahwa kekerasatt terjadi ketika kesenjangarr

ekonorni telalr melampaui batas. di rnana lnuncul

perasaan ketidakpusaan yang tneh-tas di berbagai

kalangan yang bersunrbr:r dari disparitas pendapatan"

jadi dengan denrikian keseniangan merupakan

faktor penyebab terjadinya konflik. Kesenjartgan

ekonomi, deprivasi relatil. resiktt, dan teori utilitas

rnen gi s1, aratkan balt wa ketidakpuas:r n )' an g lahir c'lari

kesenjangan ekonomi merttpakan taktor endemik

revolusi. Penelitian yang dilakLrhan Besangon (2005)

memperkuat dugaan bahwa lteiornpok-kelompok

,vang mengalami deprivasi identitas lebih cenderung

terlibat ketika teriadi konf-lik atau revolusi' Dari

keliga lipe konflik 5'ang diuji -'-akni kontlik etnik'

revolusi dan genosida, kesenjangan ekonomi han,va

mernilki hubr-rngan ,vang arnbigu pada konilik
genosida. Kesamaatt sosial politik nlerupakan hal

yang penting dalam lnemetakan kekerasan elnik

dan bal-rwa keserakahatt tlerupakan laklor raug

mendorotrg peningktrtan kekerasan pada semtta iettis
honllik sipil, termasuk gerrosida"

Liraian di atas menuniukkan secara teoritik,

keseniangan ekonomi rnerupakan salalt satu f'aktor

pen-vebab konllik sosial. Fenclmena kesenjarrgan

ekononri di Indonesia tcrcerrnin tidak saja dalanr

kesertiangan pendapalan (penguasaan aset ekonorni)

antar golongan rnasyarakat trrelainkan jugu

kesejangan antar daerah mallpun kesenjangan antata

daerah pedesaan dan perkotaan. Dalam banyak

kasus. di berbagai daerah kesenjangan penguasaan

asel ekonomi ini berhirnpitan (cttnc|idtttecl) dengan

dornain suku (ras).

Faktor-faktor yang bersifat struklural tidak sa"ia

berada dalam komunitas desa, melainkall juga

terdapat di luar komunitas desa (struktur makro)"

Sistsrn patronage merupakan salah satu bentuk

hubungan struktural 1'ang terdapat dalam komunitas

dcsa. Pola-pola hubungan )/ang bersifat asimetris

pada dasarnva terjadi juga dalam bidang-bidang

kehidupan ekonomi ,vang lain. Misalnya saia dalarn

inclustri dikenal "pola ketritraall" dengan istilah

"bapak augkat-attak angkat", ''inti - plasma". Secara

normatif, posisi ''bapak angkat" lnaupull "perusahaan

inti" mempunyai lungsi ekonorni seperti tnisalnya

menampung hasil produksi yang dihasilkan oleh

industri "allak angkat" ataupun plasma. Selain

fungsi ekonomi, terdapat pula lungsi sosial yang

harus dijalankan olelt perusahaan inti atauputt

"bapak angkat" berupa kewajiban -kervajiban untuk

mernberikan bimbingan dan iaminan sosiai. Namtrn

demikian kedua hrngsi ini dalarn kebanyakan kasus

tidak dapat berjalan dengan baik. Secara sosiologis

posisi kedua belah pihak ini tidaklah setara khususnya

dalam posisi tarvar (bergaining positktrt), sehingga

hubungan tersebut lebih merupakan hubungan yang

bersifat eksploitatif .

Selain faktor l<esenjangan ekonorni. konflik dan

kerusuhan sosial juga berbasis hubungan antar etnik

yang terjadi di suatu wila,vah. Salah satu fenomena

"unik" yangterjadi di dunia yang setnakin mengglobal

saat ini adalah menguatrl,va identitas primordial

terutama etnisitas. Fenotnena ini ditandai delgan

maraknya berbagai konflik berbasis etnik yang

teqadi di berbagai belahan dunia. Fenomena tersebut

dikatakan unik karena pada dasamya bertentangan

secara diametral dengan tesis globalisasi itu sendiri

yang menringgirkarr ikatan prirnordial. Namun

kenyataannya, justru ikatan primordial (terutama

etnisitas) inilah semakin menguat di tengah arus

giobalisasi. Hal ini merupakan paradok dan sekaligus

men-iacli pefian\ aan besar vang sulit dipecahkan.

Secara teoritik terdapat beberapa penjelasan

rnengenai fenotnena tnengttatu.v-'a ikatan

prirnordilaisme ini. Perlama adalah teori konflik
ekonomi.'Ieori irti mengemukakan bahwa

kebangkitan etnisitas adalah warisan historis daripada

generasi (atau malah berabad-abad) dorn inasi

ekonomi beberapa kelompok etnik oleh yang

lainnya. Jenis teori lain yarlg dapat rnernbanrrr untuk

menielaskan keberlangsungan etnisitas (ika bukan

kebangkitannya yang kuat) kadang-kadang disebut

primordialisrne. l'eori primordialisme berpenclapat

bahwa ikatan-ikatan etnik adal ah.l eni s penggabun gan

manusia yang fun<lamental. yang dapat diperlunak

tetapi tak pernah dapat dihilangkan sama sekali'
'I'idak seperti teori fungsionalis, pandangan ini

berpendapat bahwa ikatan-ikatan etnik ini adalah

fundamental bagi karakteristik dasar relasi-relasi

rnanusia, temrasuk ikatan-ikatan masyarakat industri

(Sanderson. 1 993 ).
Indonesia sebagai sebuah masyarakat majemuk,

secara historis juga menunjukkan kecenderLurgan

yang sama yakni menguatnya ikatan-ikatan
primordial. Konflik-konflik lokal yang bemuansa

SARA (sebut saja rnisalnya peristiwa Sanggau [-edo,

Sambas, Sampit, Ambon. Poso. Kupang. T'asik



Malaya, Situbondo, berbagai konf-lik dengan skala

yang lebih kecil di Jakarta. serta berbagai konflik
lokal yang tain) rnengindikasikan makin kuatnya

ikatan- ikatan prim ord ial. lndikasi men guattrya ikatan

primordial saat ini makin terasa jika dibandingkan

dengan relasi antar golongan yang terjadi pada masa

kolonial. Kemajemukan masyarakat Indonesia pada

masa kolonial lebih merupakan pengelornpokan

secara vertikal yang mencerm inkan struktur

masyarakat yang terstratifikasi secara sosial-

ekononri-politik. Din'rensi-dimensi horizontal yang

membagi masyarakat ke dalam golongan-golongan

berdasarkan perbedaan agalra, suku, dan ikatan

primordial lain secara bersamaan berhimpitan

dengan dimensi vertikal. Dengan demikian sil'at

konflik sosial yang terjadipun kemudian tidak

bersifat ekslusif.
Setelah kemerdekaan, terjadilah perubahan

konfigurasi struktur masyarakat secara drastis

terutama pada dimensi vertikalnya. Para pemirnpin

dan tokoh-tokoh pribumi kemudian menjadi elit
politik, sementara itu melalui berbagai kebijakan

pemerintah, rnenjadikan golongan Timur Asing

sebagai kelompok elit dalam bidang ekonomi'

Masa rakyat yang merupakan mavoritas golongan

inlanrJer tetap menjadi ke lompok marginal dalam

berbagai aspek (ekonomi, politik, kultural).
Kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersilat

deskriminatif ini pada akhirnya menyebabkan

ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat yang

merupakan salah satu faktor pencetus terjadinya

berbagai peristiwa kerusuhan sosial bernuansa

SARA yang marak terutama pada menjelang masa

berakhirnya Orde Baru hingga saat ini' 'fim Pakar

l,lPI yang melakukan penelitian di tiga kota, yalgi
Tasik Malaya, Pekalongan, dan Situbondo yang

dilanda kerusuhan dalam kurun waktu 1996-1997,

menyatakan bahwa penyebab munculnya kerusuhan

itu adalah ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik.

Selain itu ada persoalan menyangkut etnis dan agama'

serta arogansi aparat pemerintah. Kesenjangan sosial

ekonomi cenderung menumbuhkan kecemburuan

dan memunculkan stereotipe etnik dan ras pendatang

yang dianggap lebih berhasil, misalnya keturunan

Cina (FORLIM, 1l Agustus 1998).

Bentuk-bentuk ketirnparlgan iain ran" lahir

akibat kebijakan pemerintah bukan saja ketinrparlean

antar golongan yang ter-iadi di masyarakat melainkan

juga ketimpangan atttar daerah' Banlak daerah-

daerah ]'ang ntempunyai potensi kekayaan alartl

berlimpah tetapi tidak mengalami kemajuan berarli.

Sementara itu di lain pihak Jakarta dan berbagai kota

besar di .lawa mengalarni perkembangan luar biasa'

Kenyataan seperti ini secara ak um Lr I ati f men i m bu I k an

kekecewaan di sebagian besar masyarakat yang pada

akhimya dapat nreledak he dalarn berbagai bentuk

tindak kekerasan yang bersifat massif.

Progran transrnigrasi yang dilakukan pemerintah

.juga rneuimbulkan ekses kesenjangan sosial' Hal

ini disebabkan karena masyarakat transmigran pada

umumnya mempunyai pengalaman sosial yang lebih

baik terutanra dalarn memberikan respons terhadap

berbagai kebijakan pernerintah" sehingga hal ini

mengakibatkan akses terhadap kebijakan publik'

Paul Harl' sebagaimana dikutip Sutrannan {l99-)
membuat perbandingan akses masyarakat pacla

pelayanan publik anta.ra masyarakat transmigran dan

penduduk asli. sebagaimana tersaji dalarn tabel 3 '

Uraian di atas me ngisyaratkan bahu a

keanekaragaman sltktt bangsa, agama. bahasa daerah

dan berbagai ikatan prirnordial lain secara an sici'

pada dasarnya bukan tnerupakan rnasalah bagl

integrasi nasional. Akar pemrasalahannya sebenam\ e

justru terletak pada kebijakan-kebiiakan publik

yang secara latgsung maupun tidak langsung telal-'

menyebabkan ketimpangan relasi antar golongan

dalam masyarakat. L)engan demikian diperlukan

tinjauan dan telaah kritis atas berbagai kebijakar'

publik yang telah terbukti menimbulkan berbaga

dampak burLrk bagi hubungan antar golotlgai'

masyarakat di tanah air. Selain itu yang lebih pentin-

dan mendasar untuk dilakukan adalah perubaltai

paradigrna yang digunakan dalam melihat realita'

keragaman etnik dan bentuk-bentuk pluralisrne ) ar-
lain.

Menurut Rajab ( i 996). pendekatan ) an:
berkembang sejak lama di lingkungan ilmu-ilm-
sosial dalam melihat kemajemukan cenderuttg unru''

meletakkan suatu kelompok masyarakat sebag:

suatu komunitas yang tertutup dan merupakan sua=

Tabel 3.
Perbandingan Akses Masyarakat pada Pelayanan Publik

lnstansi PemerinlahKelompok
Masyarakat Dinas Pertanian Dinas Peternakan Dinas Perkebunan Dinas Perikanan

Transmigran

Penduduk Asli

Keterangan: *** = besar, ** = sedang, * = kecil' 0= tidak ada
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entitas (entityt') yang berbeda secara diametral dengan

entitas lain sehingga sulit untuk dapat berhubungan.

N4asing-rnasing entitas dilihat memiliki kehendak

untuk berdiri sendiri dan senantiasa mengabaikan

ilan menempatkan entitas lain sebagai "lawan".

Penclekatan semacam ini sLrdah selayaknya untuk

ditinjau kernbali mengingat terdapat beberapa

kelemahan sccara mendasar. Peftarna. bahlva ticlak

selaman,v-a perbedaan antara golongan yang strttl

dengan golongan yang lain bersifat diametral.

Kedua, perbedaan-perbedaan antar golongan dalam

masyarakat pada dasarnya dapat dipersatukan dan

clikonsolidasikan gttna mendukung tercapainla
tujuan masynrakat secara lr-tas. Beberapa llegara

yang memiliki sifat kemajemukan secara historis

telah berhasil mempersatukan keanekaragaman

budaya masyarakatnya ke dalam sebuah bejana lebur

Qnelting pol), hingga tidak terjadi konflik-l<onflik

1,ang clapat mengancatrl integrasi sosial" Di dalarn

konteks perdebatan tentang pluralisme, Wertheim

dan Irvers (dalanr King 2000) menyataltan perlunya

penekanan kepada hirarki sosial, selain daripada isu

etn is itas.

Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas

aclalah bahwzr I'aktor-faktor 1'ang menjadi penl'ebab

konflik sosial sangat kompleks. Beberapa laktor -vang

clapat cliidentitikasi antara lain adalah keser-rjangan

ekonotni. politisasi SARA, strategi kebudayaan -vang

tidak cukup mengakomodasi perbedaan. Behrerapa

f'aktor tadi ditunjang dengan berbagai kebijakan

yang justru mempunyai kontribusi bagi terjadinya

konflik. Meskipun sebenarnya kebijakan lersebut

tidak "dirancang" untuk itu. Kebijakan-kebi.iakan

yang acla telah mempunyai ekses bagi terjadinya

konllik. l)engan demikian sejar"rh ini konflik yang

terjadibukan by ctesign. Kemungkinan konflik sosial

terjarli karena by design tetap ada akan tetapi hal itu

agalt sulit dibuktikan. Dari berbagai pengalaman

konflik yang teriadi di tanah air rnenr:njukkan bahrva

masyarakat sebenamy'a memiliki ban."-ak kearifan

lokal baik dalam mencegah terjadinya konflik
maupun dalarn mengatasijuga sudah ter,ladi.
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